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KATA PENGANTAR 

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPS rnerupakan suatu lernbaga yang 
rnenspesialisasikan dirinya dalarn bidang pengelolaan lingkungan. Salah satu wujud 
kepedulian PPLH IPB terhadap lingkungan yaitu dengan dilaksanakannya Serninar 
Nasional dengan terna "Mengakrabi Paradigrna dan Instrurnen Saru Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dalarn UU o. 32 Tahun 2009". Serninar ini bertujuan untuk 
rnernperkenalkan keernpat instrurnen baru pengelolaan Iingkungan hidup dan 
rnenjelaskan kepada stakeholders lingkungan rnengenai langkah-Iangkah yang sedang 
diternpuh oleh pernerintah dalarn penjabaran instrurnen lingkungan tersebut. 

Serninar tersebut rnencakup ernpat sub terna yang sesuai dengan instrurnen baru 
pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalarn UU No. 32 tahun 2009 yaitu: I) 
Instrurnen Ekonorni Lingkungan, 2) Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 3) 
Instrurnen Audit Lingkungan dan 4) Instrurnen Analisis Risiko Lingkungan Hidup. 
Serninar dilaksanakan pad a tanggal 20 Oktober 2011 di IPS International Convention 
Center yang dihadiri sekitar 200 orang baik dari kalangan pernerintah, swastaldunia 
usaha, konsultan lingkungan hidup rnaupun akadernisi. 

Prosiding serninar ini rnencakup rnateri yang disampaikan oleh pernbicara utama (KLH, 
Kernendagri, Auditor Lingkungan Hidup) dan para akaderni si yang juga bergerak di 
bidang lingkungan hidup. Sernoga prosid ing ini dapat rnenjadi salah satu referensi 
dalarn rnernaharni UU No. 32 Tahun 2009 sehingga irnplementasi akan undang-undang 
tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Selanjutnya, PPLH IPS rnengucapkan terirna kasih kepada Rektor IPS, Kernenterian 
Lingkungan H idup, Kernenterian Dalam egeri serta pihak-pihak terkait yang telah 
berpartisipasi dalarn kegiatan sern inar ini. 

Sogor, 20 lanuari 20 12 

Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono. MS 
Kepala PPLH IPS 
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Hierarki Kelola Lingkungan 

Hefni Effendi 

Sekretaris Eksekutif PPLl-l-l PB 

Dalam amandemen UUD 45 yang dilakukan pada tahun 2002. Pasa l 33 ayat (4) 
menjadi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 
ekonom i dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkllngan, kemandirian. serta dengan menjaga keseimbangan dan 
kemajuan ekonomi nasional. 

Dengan demikian perekonomian nasional ditata berdasarkan pada demokrasi 
ekonomi yang mengandllng prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Adanya terminologi keberlanjutan dan berwawasan lingkungan inilah yang menjadi 
sumber hukum perlunya UU tentang pengelolaan lingkungan. 

Telah tiga kali UU lingkungan kita menga lami pembaruan, pertama tahun 1982, 
kedua tahun 1997, hingga UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, yang saat ini mengikat kita semua dalam hal lingkungan . . 

Pembangunan berkelanjlltan menjadi azas dari design pembangunan nasional. 
Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai lIpaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidllP, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untllk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 
depan. 

Rangkaian kata dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini sangat indah dalam 
bingkai kalimat, bak mengecat langit ? Namun dalam ruang rei ita. ada segelintir 
orang yang skeptis! 

Tengok saja kondisi lingkllngan dari daerah perkotaan (urban) yang kllmuh, kondisi 
sungai tercemar di perkotaan, kondisi lahan bekas tam bang. kondisi hutan yang 
gundul, konversi lahan pertanian produktifmenjadi pemukiman, dsb. 

Ditinjau dari dimensi temporal , performa beberapa tipologi ekosistem bukannya 
semakin baik, malah menukik kearah degrasi. Bahkan fakta menunjukan bahwa 
hingga saat ini laju degradasi masih sangat tinggi (A nonymous, 20 II ). 

Mari kita melanglang buana ke Pulau Bangka yang ban yak sekali kolong-kolong 
bekas tambang terutama ak ibat tambang inkonvesional (TI) yang bertebaran di 

seantero Bangka. 

Terbanglah dari Banjarbaru (Kalimantan Selatan) menuju Kotabaru, akan tampak 
mencolok kubangan-kubangan raksasa idle bekas pertambangan batllbara. 
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Bukankah rusaknya alam tersebut sebagai konsekuensi dari pembangunan yang 
berbasis eksploitasi sumberdaya alam. Lalu sekiranya pembangunan tanpa merusak 
alam secara kaku (rigid) diaplikasikan, apakah hanls menghentikan tam bang terbuka 
seperti in i? 

Nah, disinilah urgensinya cakupan pengelolaan lingkungan hidup pad a UU 0 32 
tahun 2009 yang merupakan kesatuan manajemen: a) perencanaan, b) pemanfaatan, 
c) pengendalian, d) pemeliharaan, e) pengawasan, dan f) penegakan hukum. 

UU No 32/2009 tidak menegasikan aspek pemanfaatan. Silahkan sumberdaya alam 
tersebut digali dan dimanfaatkan demi kemashlahatan bangsa. Namun harus 
mengindahkan aspek pengendalian dan pelestarian. Tidak mudah memang 
mengkombinasikan dan mensinergikan eksploitasi dan pelestarian! 

Kebijakan penge lolaan menuntut dikembangkannya system pengelolaan yang 
meliputi kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan , 
perundangan dan perangkat hukum, informasi serta pendanaan (Hana, 20 I I). 

PREEMTIF 

Ada unsur perencanaan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam. Aspek perencanaan 
ini diwadahi dalam UU No 32/2009 berupa Inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6), 
Rencana Perlindungan dan Penge lolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (pasa l 9 dan 
10), Ekoregion (pasal 7 dan 8), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
(pasal 18). 

Ketentuan-ketentuan ini dimanifestasikan dalam satuan wilayah administrasi seperti 
kabupatenlkota, provinsi, atau pusat (Hana, 20 I I). 

Pada perencanaan ini ditentukan zona wilayah untuk eksploitasi dan peruntukan 
lainnya, hingga terpelihara suatu ruang habitat yang memungkinkan roda ekosistem 
berfungsi dengan baik. 

Bermuara pada terselenggaranya homeostasi (kemantapan ekologis) dan resi liensi 
(kelentingan ekologis) secara alamiah. tanpa terusik oleh eksternalitas yang 
merupakan wujud dari ketamakan manusia (greedy) yang memonopoli alam 
(anthroposentris) dan mendahulukan hasrat kebendaan (hedonisme) (Cork, 2010; 
Doppelt, 2008; Effendi , 2011). 

Dengan adanya perencanaan yang baik, niscaya daya dukung (carrying capacity) 
alam dan kapasitas asimilasi alam masih akan terpenuhi (pasal 12). Un sur ekologis 
baik biotik maupun abiotik akan melakoni perannya dalam rangkaian sistem ekologis 

secara nyaman dan paripurna. 

Pada cakupan rencana suatu kegiatan usaha atau industri , ketentuan yang berkategori 
perencanaan ini adalah Amdal (pasal 33), UKL-UPL, dan SPPL (Pasal 35), serta izin 
lingkungan (pasa l 41). yang pad a intinya mengkaji kelayakan lingkungan suatu 

kegiatan usaha. 
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Peraturan yang aplikasinya diterapkan dalam ranah perencanaan dan pengal11bilan 
keputusan del11ikian tennasuk kategori kelompok preel11tif. 

PREVENTIF 

Kelol11pok ketentuan yang diaplikasikan l11anakala suatu kegiatan usaha telah 
berjalan dan bersifat wajib ditaati l11eliputi ketentuan baku mutu lingkungan (pasa l 
20). kriteria baku kerusakan lingkungan (pasa l 21), anal isis risiko lingkungan (risk 

assessment) (pasal 47). prinsip pencel11ar l11embayar (poI/lifer mllst pay principle), 

aud it lingkungan (pasa l 48-51 ). Saat ini kita punya baku mutu kualitas air (effillent 

dan ambien) serta baku mutu kualitas udara (emisi dan al11bien). 

Pentaatan (comp/ience) terhadap baku I11UtU ini dapat dinilai melalui pelaporan rutin 
yang dilakukan oleh suatu kegiatan usahalindustri yang merupakan implel11entasi 
dari dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana 
Pemantauan Lingkungan). 

Pelaporan RPL tersebut setidaknya harus l11engelaborasi kecenderungan, titik kritis, 
dan tingkat pentaatan dari suatu parameter kualitas lingkungan yang dipantau pad a 
setiap periode waktu tertentu. 

Ketentuan lainnya yang baru diintroduksi dalal11 UU 3212009 (pasa l 42 dan 43) 
adalah instrul11en ekonomi dalam pengelolaan lingkungan. Instrumen ekonomi ini 
bi sa berupa insentif perpajakan bagi perusahaan yang secara konsisten taat terhadap 
pengelolaan lingkungan, keringanan bea l11asuk barang yang didedikasikan bagi 
pengelolaan lingkungan, dsb. 

PROAKTIF 

Perangkat pengelolaan lingkungan yang proaktif terkadang lebih diminati dan lebih 
kuat nuansanya untuk diikuti oleh para pelaku industry, kenapa? Hal ini karena 
instrul11en ini lahir dari pasar (market driven) yang bersumber dari kecenderungan 
konsul11en yang l11ak in sadar akan urgensi pelestarian lingkungan (Effendi. 2011). 

Tendensi pasar inilah yang dengan cerdik diterjemahkan oleh pakar lingkungan yang 
diejawantahkan dalam formulasi standarisas i pentaatan I ingkungan ketika suatu 
kegiatan usaha atau industri sudah beroperasi dan terus berupaya untuk 
meningkatkan produksinya secara sinal11bung. 

Dari sini lahirkan ISO 14000, ekolabel, sertifikasi pertanian organik, dsb, yang 
masuk dalal11 kategori ketentuan proakti f dan bersifat sukarela (vollintary). 

Instrumen-instrumen terse but sangat berpengaruh di tataran pasar global, sehingga 
terkadang mampu berperan sebagai penghela utama (prime mover) dalam 
pengelolaan lingkungan sebagai suplemen dari ketentuan pengelolaan lingkungan 
yang sifatnya wajib (mandatory) seperti Amdal ataupun UKL-UPL (Upaya 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) dan baku mutu lingkungan (Effendi , 

20 I I). 
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HlRARKI PENGELOLAAN 

Tata kelola yang baik secara konsisten memerlukan perombakan serta pembenahan 
tatanan sosial, politik. dan hukum. Pembenahan yang harus dilakukan mencakup 
jaminan hukum, akses informasi, partisipiasi dalam proses pengambilan keputusan. 
serta akses terhadap keadilan untuk mewujudkan perimbangan kekuatan antar 
elemen negara, swasta, dan masyarakat madani (Anonymous. 20 II ). 

Adanya ketentuan yang berkategori preel11tif, preventif, dan proaktif seyogyanya 
dapat l11enjadi pemandu kita dalam mensinergikan aspek pemanfaatan dan 
pelestarian, yang hierarkinya bermuasal dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
tingkatan produksi dari suatu kegiatan usahaJindustri . 

Bagaimanapun juga dalam pembangunan khususnya yang berbasis sumberdaya alam, 
tak dipungkiri pasti akan mengusik atau menggangu lingkungan. 

Nal11un demikian hierarki yang harus ditempuh dalal11 pengelolaan lingkungan 
tersebut harus l11engutamakan penghindaran (avoidance), lalu diikuti l11inimalisas i, 
dan prioritas terakhir adalah rehabilitasi atau mitigasi. 
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Undang· Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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